
WALIKOTA SUBULUSSALAM 
PROVINS! ACEH 

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM - · 
NOMOR 15 TAHUN 2b21 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASJ, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 
DINAS PEKERJMN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

KOTA SUBULUSSALAM 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

WALJKOTA SUBULUSSALAM, 

Menimbang a .bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Qanun Kota 
Subulussalarn Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota tentang kedudukan, susunan 
organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perkerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat, Kota Subulussalam, perlu diganti; 

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkanperubahan Peraturan Walikota 
Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, 
tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Kata Subulussalam, tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4633); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5499) ; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679) ; 
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5. Peral'uran Pemerinlah lxcpubllk lndon Bia Nomor 18 Tahun 
2016 Le_ntang Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara cpul,l,k 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan Lcmbarnn N garn 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 1 t nving 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berit.a Negara cpubl,k 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); · · 

7. Qanun Kata Subulussalam Nbmor 2 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Subulussalam (Lembaran Kata Subulussalam Tahun 2016 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Kata Subulussalam Nomor 85); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 15 TAHUN 
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, 
FUNGSI DAN TATA KERJA DJNAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PERUMAHAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Subulussalam. 
2. Kata adalah Kata Subulussalam yang merupakan suatu 

kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 
dipimpin oleh seorang Walikota. 

3. Pernerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut 
Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota 
yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota 
Subulussalarn. 

4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang 
dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan 
berdasarkan asas langsung, urnum, bebas, rahasia, jujur dan 
adil. 

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah 
Sekretaris Daerah Kota Subulussalarn. 

6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Kota Subulussalam. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Kota Subulussalam. 

8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Kota Subulussalam. 

9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Kata Subulussalam. 

10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam. 

11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Kota Su bulussalam. 
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Paragraf 1 

S usunan 

PasaJ 3 

(1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum cJan P<:r mo_ha 
Rakyat, terdiri dari: 
a . KepaJa Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Sumber Daya Air; 
d . Bidang Bina Marga; 
e. Bidang Bina Konstruksi dan Tata Ruang; 
f. Bidang Perumahan dan Kawa.qan Permukiman; 
g. Bidang Prasarana, Sarana dan UtHitas Urnum ; 
h. UPTD; dan 
i. Kelompok Jabatan Fungsional . 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaks ud pada ayat ( 1) h uruf b, ~rdiri 
dari : 
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Subbagian Keuangan; dan 
c. Su bbagi.an Perencanaan dan Pelaporan . 

(3) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf c, terdiri dari: 
a . Seksi Perencanaan Sumber Daya Air; 
b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan 
c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan. 

(4) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
terdiri dari: 
a . Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi; 
b . Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan 
c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan . 
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(5) Bidang Bina Konstruksi dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 1) huruf e, terdiri dari : 
a . Seksi Pengaturan dan Pembinaan; 
b. Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian ; dan 
c. Seksi Pengawasan dan Penertiban. 

(6) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf f, terdiri dari: ·· 

-· a. Seksi Pendataan dan Perencanaan; 
b. Seksi Perumahan; dan 
c. Seksi Kawasan Pennukiman. 

(7) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf g, terdiri dari : 

a. Seksi PerencanaanPrasarana, Sarana dan Utilitas Umum; 
b. Seksi PelaksanaanPrasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan 
c. Seksi Pemantauan dan EvaluasiPrasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum. 
(8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini. 

Paragraf 2 
Kedudukan 

Pasal 4 

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan 
unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum 
dan Perumahan dan Pennukiman. 

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh 
seorang Kepala Di_nas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 
melalui Sekda. 

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat. 

( 4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat. 

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

Bagian Kedua Togas dan Fungsi 

Paragraf 3 
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Pasal5 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan 
urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum 
dan Perumahan dan Pennukiman. 
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menjadi kewenangan dae rah ; 
b. elaksanaan kebijakan di bidang sumber daya ai r, bina n ' g , 

~ina kontruksi dan tata ruang, perumahan da n i<a asan 
permukinan serta prasarana, sarana utilitas umum yang m Jadi 

kewengan daerah; . 
c. pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, 

bina marga, bina kontruksi clan tata ruang, perumahan dan 
kawasan permukinan serta prasarana, sarana utilitas umum ; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Kota Subulussalam sesuai dengan ruang 

lingkup tugasnya; dan 
e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota 

terkait dengan tu gas dan f ungsinya. 

Paragraf 4 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Pasal 7 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai 
tugas memimpin, merencanakan, membina, mengkoordinasikan, 
mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah dibidang pekerjaan umum dan perumahan dan 

permukiman . 

Pasal8 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas; 
b. penyusunan program dan kegiatan dinas jangka pendek, 

menengah dan panjang; 
c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 
d. pelaksanaan kegiatan teknis yang meliputi bidang sumber daya 

air, bina marga, bina kontruksi dan tata ruang, perumahan dan 
kawasan permukinan serta prasarana, sarana utilitas umum; 

e. penyelenggaraan administrasi um um dan pelayanan pu blik; 
f. pelayanan teknis sesuai lingkup tugasnya; 
g. pelaksanana koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait 

dengan tugas dan fungsinya; 
h. pembinaan UPTD; dan 
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Paragraf 5 
Sekretariat 

Pasal 9 

Sekretariat adalah unsur pembantu kepada Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat di bidang pelayanan administrasi, 
umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangarr, peny.4sunan program, 
data, informasi, kehumasan, peman\auan dan pelaporan . 

Pasal 10 
Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan 
administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, 
perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, 
perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Pasal 11 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10, Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang 

inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan 
perpustakaan; 

b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum 
dan perundang-undangan, penyiapan data informasi, hubungan 
masyarakat dan protokoler; 

c. pengelolaan administrasi keuangan; 
d. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka 

menengah dan jangka panjang; 
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Pasal 12 
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas; 

a. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, 
pembinaan, serta tata usaha pegawai; 

b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana; 
c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kepala 

dinas; 
d. pengelolaan urusan perlengkapan, peralatan dan asset; 
e. pelaksanaan urusan kesehata.n, keamanan dan ketertiban 

lingkungan serta urusan dalam pegawai; 
f. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung dan sarana 

dan prasarana lingkungan; 
g. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, 

penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, 
h . pelaksanaan penyusunan laporan barang milik negara Dinas; 

dan 
i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat. 

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas; 
a. pengelolaanadministrasi keuangan meliputi pembukuan, 

pertanggung jawaban dan laporan keuangan ; t' 
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b. pel k n an l y an n p n s d . 

pelaporan pel ks na n eng 
c . pelaksanaan t t l k an . k 

pena ta usahaan P BP d n BL , pe m n 
pengelolaan keuangan, pen tausah n pe 

perbendaharaan sa tuan kerj a . . p n n h s tl 
pemeriksaan , dan pen_ usuna.JJ_ laporan k an·g n Din s ; 

d. pelaksanaan verifiksi berkas keuangan · 
e. penyusunan rencana anggaran ; 
f. pengelolaanpembukuan dan pertanggungjawaban ; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang d1benkan 
oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat. 

(3) Subbag Perencanaan dan Pelaporan mempun) ai tugas; 
a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi 

anggaran; 
b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran 

infrastruktur daerah; 
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 

kinerja serta pelaksanaan anggaran; 
d. pelaksanan koordinasi perencanaan program dan administrasi 

kerja sama; 
e. pelaksanaan kegiatan strategis dinas. 
f. rnelaksanakan tugas-tugas kedinasan lainm a yang d.iberikan 

oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perurnahan 
Rakyat. 

Paragraf 6 
Bidang Sumber Daya Air 

Pasal 13 

Bidang sumber daya air merupakan unsur pelaksana teknis di bidang 
perencanaan sumber daya air, pelaksanaan sumber daya air dan 
operasi dan pemeliharaan. 

Pasal 14 
Bidang sumber daya air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
sumber daya air diwilayah sungai yang meliputi perencanaan 
pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka 
konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian 
daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau , situ 
embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air 
tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi , 
kabupaten/kota. 

Pasal 15 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 
Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi: 
a . penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air 

dan rencana pengelolaan sumber daya air pada \vilayah sungai; 
b. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana 

pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; 

c. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan 
rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah 
sungai; 
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provinsi, kabupaten/kota; dan 
h . melaksanakan tugas-tugas ked inasan lainnya yang dibcrika.n 

oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air. 
(3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tu gas : 

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan 
pemeliharaan; . 

b. pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem ma.najemen mutu ; 
c. pelaksanaan pengelolaan !istem hidrologi dan sistem 

peringatan dini; 
d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya afr d.an 

penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan 
sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan 
tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan 
air baku; 

e. pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian 
izin penggunaan sum ber day a air dan izin pengu sahaan, 
penyelenggaraan alokasi air; 

f. pelaksanaan penyiapan pengendalian dan pengawasan; 
g. pelaksanaan perencanaan teknik; 
h. persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan; 
1. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan; 
j. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana; 
k. pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3); 
l. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa; 
m. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi clan 

pemeliharaan; 
n. pelaksanaan fasilitasi TKPSDA pada WS yang menjadi 

kewenangan provinsi atau kabupaten/kota; dan 
o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air. 

Paragraf 7 
Bidang Bina Marga 

Pasal 17 
Bidang Bina Marga merupakan unsur pelaksana teknis di bidang 
Perencanaan Teknis dan Evaluasi, Pembangunan Jalan dan 
Jembatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. 

Pasal 18 
Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan 
preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian­
bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan 
basil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan 
dan peralatan. 

Pasal 19 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 
Bidang Bina Marga mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan koordinasi pemograman dan perencanaan teknik 

jalan, konektifitas sistem jaringan jalan, dengan sistem moda 
transportasi bersama instansi terkait; 

b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan 
jalan umum, peralatan dan pengujian; 

c. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan 
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dan penerangan jaJan um um; 
d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan Jail< fungsi , audi t 

keselamatan jalan dan jem batan serta leger jalan; dan 
e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

o]eh KepaJa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

PasaJ 20 ... 
(1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi, mempunyai tugas; 

a. pelaksanaan penyiapan data dan informasi sebagai bahan 
penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik 
pembangunan dan preservasi jaJan dan jembatan serta 
penerangan jaJan um um; . 

b . pelaksanaan koordinasi konektivitas sistem jaringan Jalan 
dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke 
Bina Marga-an; 

c. pelaksanaan pengujian mutu konstruksi; 
d. pe]aksanaan evaJuasi terhadap hasiJ pengujian konstruksi; 
e. pelaksanaan evaJuasi dan penetapan leger jalan, melaksanakan 

audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan; dan 
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh KepaJa Bidang Bina Marga. 
(2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatari, mempunyai tugas: 

a . pelaksanaan kegiatan konstruksi dan mutu pe]aksanaan 
pembangunan jalan dan jembatan; 

b. mengendalikan konstruksi dan mutu pe]aksanaan 
pembangunan jalan dan jembatan; 

c. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan standar dokumen 
pengadaan; 

d. pelaksanaan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan 
dan jembatan; 

e. pelaksanaan penyusunan norma, standar, pedoman, dan 
kriteria bidangjalan dan jembatan; 

f. pelaksanaan evaJuasi dan penetapan laik fungsi jalan dan 
jembatan; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh KepaJa Bidang Bina Marga. 

(3) Seksi Presenrasi JaJan dan Jembatan, mempunyai tugas: 
a. pelaksanaan presenrasi jalan dan jembatan; 
b. peJaksanan penyesuaian kontrak pekerjaan presenrasi jalan dan 

jembatan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan 
dan jembatan; 

d. penyiapan bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi 
pemanfaatan peralatan dan bahan jalan; 

e. pelaksanaan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan; 
f. pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan 

presenrasi; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Bina Marga. 
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P1:1rugraJ 8 
Uiclang Uina Kor truk s i dun Tula Ru a ng 

Pwml 21 
Bida ng Bina Kont.ruk8i da n Tata Rua ng merupaka n unsur pelaksana 
teknis di bidang Penga tura n cl an Pembin~an, Pemberdayaan dan 
Peng nda lia n, Pengawa sa n dan Penertiban . 

~ 

Pasa122 
Bidang Bina Kontruksi dan Tata Ruang mempunyai tugas melakukan 
menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan 
jasa konstruksi melaksanakan penyiapan perumusan dan 
pelak1:1anaan pengaturan, perencanaan ta.ta ruang, pemanfaatan 
ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan 
kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan 

perundangan - undangan yang berlaku . 

Pasal 23 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 
Bidang Bina Kontruksi dan Tata Ruang mempunyai fungsi : 
a . melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang 

berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan 

badan usaha; 
b. pelaksanaan kegiatan menyelenggarakan sistem inforrnasi jasa 

konstruksi; 
c. pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebar luas peraturan 

perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan 
teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi; 

d . mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha 

jasa konstruksi; 
e. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan 

dan tertib pemanfaatan jasa kontruksi; 
f. pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa 

konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi; 
g. pelaksanaan meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan 

dan nilai tam bah jasa dan produk konstruksi dalam negeri; ; 
h. pelaksanaan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi; 
i. pelaksanaan pembinaan dan penerbitan izm usaha jasa 

konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah 
kabupaten/kota; 

j. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis bidang perencanaan ta.ta ruang; 

k. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis bidang perencanaan ta.ta ruang; 

I. pelaksanaan Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
pemanfaatan ruang; 

m. pelaksanaan Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
pembinaan penataan ruang; dan 

n . pelaksanaan Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penat.aan 
ruang. 
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/ Pasal 24 
(1) Seksi Pengaturon dan Pembinaan, fungsi : 

a. pelaksanaan pelaksanaan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan; 

b. pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 
prosedur, dan cri teria; 

c . pelaksanaan penyebarluasan P.eraturan dan--penjaminan mutu ; 
d. pelaksanaan pembinaan di bidangjasa konstruksi ; 
e. pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus 

terhadap penyelenggaraan penataan ruang; 
f. pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus 

terhadap penyelenggaraan penataan ruang; 
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat 

pencapaian penyelenggaraan penataan ruang; dan 
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh Kepala Bidang Konstruksi dan Tata Ruang. 
(2) Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian, mempunyai fungsi: 

a. penyusunan penyiapan bahan pembinaan; 
b. pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam 

pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan 
menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi; 

c. pelaksanaan penyusunan dan penetapan ketentuan arahan 
peraturan zonasi; 

d . pelaksanaan penyusunan dan penetapan perangkat insentif 
dan disinsentif, serta pe]aksanaan pemberian insentif dan 
disinsentif dalam penataan ruang; 

e. pelaksanaan penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian 
izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin 
pemanfaatan ruang; 

f. pelaksanaan penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi 
administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi 
administratif dalam penataan ruang; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Konstruksi dan Tata Ruang. 

(3) Seksi Pengawasan dan Penertiban, mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa 

konstruksi baik dalam hal pelaksanan kegiatan pembinaan 
serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa 
konstruksiPelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap 
pelanggaran pemanfaatan ruang; 

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyidikan dan 
penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; 

c. pelaksanaan Koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS 
penataan ruang; 

d. pelaksanaan Operasionalisasi PPNS penataan ruang; dan 
e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh Kepala Bidang Konstruksi dan Tata Ruang. 
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Pnr'"graf 8 

Bidong Perurnnhon dan Kowosan I ermukiman 

Paso l 2 
Bidang perurnahan da k ,, - . • 

c n owa::.an p , muk,man merupakru1 u nsur 
pela ksa na teknis di bidang Pendataan dan Per ncanuan, perumaJ1an 
dan kawasan pennukiman. 

PasaJ 26 
Bidang perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas 

melakukan pelaksana teknis di bidang Pendataan dan Perencanaan, 
perumahan dan kawasan permukiman . 

Pasal 27 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 
Bidang perumahan dan kawasan permukiman mempunyru fungsi: 
a. penyusunan Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, 

pemantauan dan evaluasi rumah umum; 
b. penyusunan Pendataan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, 

pemantauan dan evaluasi rumah swadaya; 
c. penyusunan Pendataan, perencanaan, pencegahan dan 

peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, 
pemanfataan dan pengendalian kawasan permukiman; 

d. penyusunan Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan 
pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan 
prasarana, sarana, dan u tilitas um urn perumahan dan 
permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan; 

e. penyusunan Pelaksanaan administrasi Dinas; dan; 
f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan 

oleh Kepala Dinas. 

Pasal 28 
(1) Seksi Pendataan dan Perencanaan, mempunyru tugas; 

a. pelaksanaan penyusunan pendataan dan perencanaan 
penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang 
perumahan; 

b. pelaksanaan penyusunan pendataan 
penyediaan dan pengembangan sistem 
perumahan umum; 

c. pelaksanaan penyusunan pendataan 
penyediaan dan pengem bangan sistem 
perumahan swadaya; dan 

dan perencanaan 
pembiayaan bidang 

dan perencanaan 
pembiayaan bidang 

d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pennukiman. 

(2) Seksi Perumahan, mempunyai tugas; 
a. pelaksanaan pendataan bidang perumahan; 
b. pelaksanaan perencanaaan bidang perumahan; 
c. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan; 

d. pelaksanaan pembangunan bidang perumahan; 
e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang perumahan; 

dan 
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pennukiman. f 
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(3) Seks i Kawasan Permuki 
a I k . man, mempunyai tugas; 

. p a sanaan pendataan dan 
permukima ll' perencanaan di kawasan 

' 
b . pela ksanaan pencega ha d . 

11 an penmgkatan kuaJitas 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh· 

c . pelaksana i T · ' . . an asi 1tas1 pemanfataan dan pengendaJian kawasan 
pe1mukiman; dan 

d. melaksanakan tugas-tugas k;dinasan Jainnya yang diberikan 
oleh KepaJa Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman . 

Paragraf 8 
Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

Pasal 29 
Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum merupakan unsur 
pelaksana teknis dibidang Perencanaan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Umum, Pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 
dan Pemantauan dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. 

Pasa130 
Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas 
melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan 
Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Seksi Pelaksanaan dan 
Pemberdayaan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum, Seksi 
pemantauan dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. 

Pasal 31 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 30, 
Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; 
b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Prasarana, Sarana 
dan Utilitas Umum; 

c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan 
utilitas umum; 

d. penyusunan perencanaan teknik di bidang prasana, sarana dan 
utilitas umum; 

e. Pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan utilitas 
umum; 

f. penyusunan standar dan pedoman di bidang prasarana, sarana 
dan utilitas umum; 

g. pe]aksanaan bantuan di bidang prasarana, sarana dan utilitas 
umum perumahan dan kawasan permukiman; 

h. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas 
umum perumahan dan kawasan permukiman; 

1. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 
fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan; 
dan 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang 
tugas dan fungsinya 
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(1) "' ksi p Pasal 32 

r "n nnaan Prasarana 1n • Sarana dan Ut'l ' mpunyai tugas; 11tas Umum, 

a . p la ksanaan penyiapa n baha . , . . . 
r ncru . n analisis teknis dan penyusunan 

~. ia p nyed1aan Prasarana, Sarnna dan Utilitas Umum 
p t uma han dan kawasan permuki . 

b. l l· man, 
pe a ... sanaan Penyusunan rencana d' .. . al. pen ye · 1.aan prasarana yaitu 
P tng sedikit meliputi jalan, penyediaan air minum, drainase, 
dan sanitasi· 

' 
c. pel~ksanaan Penyusunan rencana penyediaan sarana yaitu 

pahng sedikit meliputi ruang terbuka hijau, sarana sosiaJ 
dan/ atau sarana pendidikan; 

d. pelaksanaan Penyusunan rencana penyediaan utilitas umum 
yaitu paling sedikit meliputi jaringan listrik jaringan telepon dan 
penerangan jalan umum; dan 

e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. 

(2) Seksi Pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, 
mempunyai tugas; 
a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

pelaksanaan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 
perumahan dan kawasan perrnukiman; 

b. pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana yaitu paling 
sedikit meliputi jaJan, penyediaan air minum, drainase, dan 
sanitasi 

c. pelaksanaan kebijakan penyediaan sarana yaitu paling sedikit 
meliputi ruang terbuka hijau, sarana sosiaJ dan/atau sarana 
pendidikan 

d. pelaksanaan kebijakan penyediaan utilitas umum yaitu paling 
sedikit meliputi jaringan listrik, jaringan telepon dan 
penerangan jaJan umum; 

e. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 
fungsinya kepada Kepala Bidang sesuai standar yang 
ditetapkan; dan 

f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 
sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

(3) Seksi Pemantauan dan EvaJuasi Prasarana, Sarana dan Utilitas 
Umum, mempunyai tugas: 
a. penyusunan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan 

evaluasi di bidang penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas 
Umum perumahan dan kawasan perrnukiman; 

b. pemantauan dan EvaJuasi penyediaan prasarana yaitu paling 
sedikit meliputi jalan, penyediaan air minum, drainase, dan 
sanitasi 

c. pemantuan dan Evaluasi penyediaan sarana yaitu paling sedikit 
meliputi ruang terbuka hijau, sarana sosiaJ dan/atau sarana 
pendidikan 

d. pemantuan dan Evaluasi penyediaan utilitas umum yaitu paling 
sedikit meliputi jaringan listrik, jaringan telepon penerangan 
jalan umum; 

e. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 
fungsinya kepaJa KepaJa Bidang sesuai standar yang ditetapkan; 

f. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan 
fungsinya kepaJa Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan; 
~ J 
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g. pelaksanaan tugas I . . 
sesuai bidang tugas d:nf yan~ d1berikan oleh Kepala. Bidang 

ungsmya; 

BAB IV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasa133 
Kelompok Jabatan Fu . • 

b . ngsionaJ mempunyai tugas rnelaksanakan 
kseeahagilian tugas Pemerintah Kota ... Subulussalam sesuai dengan 

an dan kebutuhan. 

PasaJ 34 

(l) Kelompok Jabatan FungsionaJ sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa.I. 33, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan 
f ungs1onal yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 
dengan bidang keahliannya. 

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk 
oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang­
undangan. 

BABV 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 35 

(1) KepaJa Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan 
Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. 

(2) Jabatan fungsionaJ dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diangkat dan 
diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 36 
Jenjang kepangkatan dan fonnasi kepegawaian ditetapkan sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 37 
Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
sebagai berikut: 
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama 

dengan eselon II. b 
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a 
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon 

III.b 
d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan 

pengawas dengan eselon IV.a 

BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 38 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala 
Subbagian / Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen 
maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan 
fungsimasing-masing. 
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(2) 'eliup p1111pinnn w111wn u11i1 I< ·t]LJ rJ,1,ngkungan Dina 
I ~·I " 1:Ju1111 Umum <Jan JJ,rurnahan Rnkyat waj,b m Jak. anakan 
S1s1 ·m I' ng ,ndalian lnL rnol Pm rintJ:Jh . 

Pasal 39 
(I) Da lam hal Kepala Dinas lidak dapat menjalankan tugasnya 

karcna berhalangan, maka Kepala Dinas _ dapat mcnunjuk 
'ekrctaris ata u saJah seoran&,,Kepnla Bidang· untuk mewaki li 

dan mcla.ksanakan tugas Kepala Dinas . 

(2) Dalam hal Sck1·etari, tidak dapat menjaJan kan tugasnya karena 
berhaJangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang 
Kepala Subbagian un tuk mewakili dan melaksanakan tugas 
Sekretaris. 

(3) DaJam hal Kepala Bidang tidak dapat menjaJankan_ tig:;;;:: 
karcna berhaJangan rnaka Kepala Dinas menunJU 
seorang Kepala Seks/ untuk mewakili dan melaksana.kan tugas 
Kepala Bidang. 

Pasal 40 
. d h iJ guna masing-Atas dasar pert.Jrnbangan daya guna an as . d 

masing pejabat dalarn )jngkungan Dinas PekeIJaan Umum an 
Perumahan Rakyat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu 
kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

BAB VII 
PEMBJAYAAN 

Pasal 41 
Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibebankan kepada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam 
serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 42 
Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan 
WaJikota Subulussalam Nomor 66 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tetap menjabat 
dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik 
pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini. 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

PasaJ 43 
(1) !'fasil An~li~is jabatan ?an Analisis Behan Kerja pemangku 

Jabatan d1 hngkungan Dmas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat ditetapkan oleh Walikota. 

(ZJ Kelas. Jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas 
Pek~IJaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Wahkota. 

(3) Kete~tu~ lebih lanjut mengenai Pembentukan Unit Pelaksana 
Tekn1s d1atur dengan Peraturan Walikota. 

Dlpindai dengan CamScanner 



( 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

p PasaJ 43 
ada saat Peraturan Waliko . . . 

mengenai Peraturan W l'k ta m1 mulru berlaku, maka ketentuan 
2016 tentang keduduk~ 1 ota Subulus~arn. Nomor 66 Tahun 
tata kerja Dinas p . ' SUSUnan orgaJ11sas1,__ ?,Igas, fungsi dan 
Daerah 661 d' b eker:Jaru:1 Umuin dan Perumahan Rakyat (Serita 

' ica ut dan dmyatakan tidak berla.ku. 

Pasal 44 

P~raturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
drnndangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam. 

Ditetapkan di Subulussalam 
5 A . 2021 M 

pada tanggal 22 s 

Aj 
1442 H 

LAM( 

FIT HIDAYAT 

BERJTA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2021 NOMOR 15 
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BAOAJI SUSUllAII OROillSASl 
DIRAS HKEJWAAll OllUII DAIi PUUIIAHAJI RAKYAT 

KEPALA DIKAS 

I 
I I xz=;~T~ I _______________ 1 

I I I I I I I I 
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-

SEKSI PEREJfCAJfAAN 
SUJIBER DAYA AIR 

SEKSI PEI.Al<SAKAAN 
SUJIBER DAYA AIR 

SEK.81 OPJ:RASI DAll' 
PEIIELIBARAAlf 

K.eteruic-

..... 

.... 

BmANG BDIA MARGA 

SEKSIPERENCAIIAAJf 
TEKllIS DAJf EV ALUASI 

SEKSI PEIIB.AlfGUKAJf 
JALA!f DAlf JEIIBATAll 

1....4 SEKSIPRESERVASIJALA!f 
DAll' JEIIBATAll 

r t7PTD 

1 . ------
... _ ... ____ __ Garia Komando 

Garia Pembinaan 

'i,,,.._ 

SUBBAGIAJf UIIUII DAN 
KEPEGAWAIAB 

BmANG KONSTRUKSI DAN 
TATARUAIIG 

SEKSI PEIIGATURA.1' DAN 1-

PEIIBlll'AAlf 

SEKSI PEIIBERDAYAA.lf DAN 
PENGENDALIAII I-

SEKSI PEIIGAWASAII DAJI 1-
PEIIERTIBAJI 

l 

LAIO'IRAlf PERATURAII WALIKOTA SUBULUSSALAII 

NOIIOR 15 TABUll l0~l 
TENT.ANG KEDUDUKA1', SUSUKAll OROAllISASI, 
TUGAS, J'UKGSI DAIi TATA KERJA DilfAS 
PEKER.JAAII UIIUII DAN PERtJIIAHAI( RAKYAT 

SEKRETARIAT 

I SVBBAOl&B UUAKGAR I 
BmAKG PER'UJIABA.N DAIi 
KAWASAK PERIIUKDL\lf 
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